BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 25 TAHUN 2000
TENTANG

PEMEENTUEAN,. ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAEYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22

Tablun 1999 Lenbang Pomorintahan Doacrah o
Paraturan Pemerintah HNomor 25 Tahun 2000 tentang
Eewenangan Pemerintah dan EKewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom maka Peraturan Daerah Eabupaten Daerah
Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Susunan Organieal dan Tata EKerja Sekretariat Wila-
yvah/Daerah dan Sskretariat Dewan Perwakilan Rakyvat
Daerah Eabupaten Daarah Tingkat II Purbalingea disah-
kan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor
188.3/42/1993 tanggal 7 Pebruari 1993, diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1II
Purbalingga Nomor 1 Seri D Nomor 1 diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Eabupaten Daerah Tingkat Il
Purbalingga HNomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan
Eedua Peraturan Daerah Eabupaten Daerah Tingkat II
Purbalingga Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Orga-
nisasl dan Tata Ferja Sekretariat Wilayah/Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Purbalingga disahkan dengan Keputu-
san Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3,/301/1995 diun-
dangkan dalam Lembaran Daerah EKabupaten Daerah Ting-
kat II Purbalingga Nomor 3 Seri D MNomor 3, sudah
tidak sesuail lagl :

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud

huruf a, maka perlu membentuk dan mengatur Organisa-

81 dan Tata FKerja Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Dasrah terpisah dari Organisasi dan Tata Eerja

g:kr:;#rint Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan
erah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Eabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Berita Negara HNomor 42 Tahun 1950);

2. Undang-undang MNomor 22 Tahun 1999 tentang Pe-
merintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indone-
eia Tahun 1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3838 )



3. Undang-undang MNomor 25 Tahun 1999 tentang Perim-
bangan EKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 18998 MNomor
72, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 3B48) ;

4. Peraturan Pemerintah MNomor 25 Tahun 2000 tentang
Eewenangan Pemerintah dan Eewenangan Propinsi sebagail
Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 MNomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3852) ;

5. Peraturan Pemerintah MNomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1635).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EKABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSEKARN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH EABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBEN-
TUEAN ORGANISASI DAN TATA EERJA SEERETARIAT DEWAN
PERWAETLAN RAEYAT DAERAH.
BAB I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1 ’

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Eabupaten Purbalingaga.

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Eabupaten
Purbalingga.

c¢. Bupatl adalah Bupati Purbalingga.

~d. Dewan Perwaklilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Eabupaten Purbalingga.

e. Sekretarliat Dewan Perwaklilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekre-
tariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Eabupaten
Purbalingga.

" f. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
eslanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekreta-
ris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah EKabupaten Pur-
balingga.

BAB II
PEMBENTUEAR
' Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Sekretariat DPRD.



. BAB III
EEDUDUEAN, TUGAS POEKOE DAN FUNGSI
Pasal 3

Sekretariat DPRED merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Bupati
dari Pegawal Negerl Sipll yang memenuhi syarat atas persetujuan
plmpinan DPRD, yang berada di bawah dan bertunggung Jjawab kepada
plopinan DPRD.

Pasal 4

Sekretariat DPRD mempunyal tugas pokok memberikan pelayanan
administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4
Peraturan Daerah ini Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

a. fasilitasi rapat-rapat anggota DPRD ;
b. Egéaknannnn urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota
£
\¢. penyediaan tenaga ahli yang membantu anggota DPRD dalam

menjalankan fungsinya ;

d. pengelolaan tata usaha DPRD ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
DPRD sesual dengan tugas pokok dan fungsinya.

EBAB IV
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal &
(1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD ;
b. Baglian, terdiri dari :
1) Bagian Rapat dan Produk Hukum :
2) Bagian Umum
(2) Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b angka 1 dan 2
Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
(3) Bagan struktur Organisasi Sekretariat DPRD eebagaimana
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah inl yang merupakan
bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal T

(1) Bagian Rapat dan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 6
ayat (1) huruf b angka 1 terdiri dari -
a. Sub Baglan Rapat :
b. Sub Bagian Produk Hukum.



{2) Masing-masing Sub Baglan sebagalmana dimaksud ayat (1) huruf

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a dan b Pasal ini, dipimpin oleh seorang Eepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada Eepala
Bagian.

Pasal B8

Bagian Umum sebagaimana dimaksud Paegal 6 ayat (1) huruf b
angka 2 terdiri darl :

a. Sub Bagian Tata Usaha dan Eeuangsn ;

b. Sub Bagian Humae dan Dokumentasi.

Hnainﬂﬂnnﬁing Sub Baglan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf
a dan b Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada EKepala
Bagian.

BAB V
TATA EERJA
Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi
wajlb menerapkan prinsip koordinasi, integrasl dan sinkro-
nisasl balk dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah eserta
dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesual dengan
tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadl penyimpangan agar mengambil
langkah~langkah yang diperlukan sesual dengan perundangan
yang berlaku.

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagl pelaksanaan tugas bawahannya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mema-
tuhi petunjuk dan bertanggung Jjawab kepada atasan masing-
masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagal bahan
untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan orga-
nisasl lalin yang secara fungsional mempunyal hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka
pemberian bimbingan kepada bawahan wasing-masing, wajib
mengadakan rapat berkala.



BaAaB IV
EETEWTUAHN PERALIHAH
FPasal 10

Hal-hal vang balum distur dan pendatsran lebih laniut atas tuzaz
epokok  dan fundul  Sokretarial TPRD verta ccluniul eolulsanasa
Feraturan Daerah ini diatur lebih laniut dengan Eeputusan Bupati
atas pertimbangan DFRD.

Pazal 11
Dengan berlakunva Parataran Dasrah ini maka Fervatuvan Dasrvah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalinaga Homor 7 Tahun 1230
tantana Susunan Organisasi Dsn Tatsa KEarja Sekretariat
Wilayah Daerah dan Sekretariat Dewan Ferwakilarn Fakvat Deerah
Kabupaten Dazrah Tingkst II Purbalingza disgahban dengan
Kerutusan Gubernur Jawa Te=nsah Homor 1282.3/42,1333 tangeal 7
FPebruari 1993 diundangkan dalam Lambaran Ds2rah Eebupsten Dazpah
Tingkat II Purbalinegs Momor 1 Serd D Ho., 1 . diubah terakhir
dengan Peraturan Daarsah EKesbupsten Daerah Tinghkat II  Purbalingsa
Momor 2 Tahun 1995 tentanad Ferubahan ¥edua Peraturan Dasral
Keabupaten Daerah Tingkat 1T Purbelingea Homor 7 Tshun 1920
tentang Susunan  Organisasi Dan Tata Keria Sehratariat
Wilavah Daerah dan Sekretariat Dewsn Perwskilan FRakwvat [asrsh
Kabupaten Deerah Tingkat ITI Purbalinzas dizzhkan deneznn
Keputusan Gubsarnur Jawa Tengah Homor 188.35/301.-1985. diundanghan
dalam Lembaran Desevah Fabupsaten Dasrsh Tinekst JI Furbalines:
Homor S Seri D He. 3 ; dinyataken dicabut dan tidak berlabu
laai.

B & B L3 |
EFETENTIIAN PEHUTUE

Mayrz

ral 17

Peraturan Daerah ini mulal berlsku pads tanggal diuwndangksn.
Agar satiap orans mengetahulnva memerintehkan pensundanzan

=
Feraturan Daarsh ind deng=n penempestannvs dslam Lembsesn
['aerah Kabupaten Purbalicvnzza.




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 25 TAHUN 2000
TENTANG

PEMBENTUEAN. ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEERETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-undang WNomor 5
Tahun 18974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah sudah
tidak berlaku lagi.

Sesual dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah adalah
Eepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom vyang lain
sebagal badan eksekutif Daerah, sedangkan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah badan legislatif Daerah.

Dengan adanya paradigma baru dalam sistem pemerintahan
maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang semula
diatur dalam satu Peraturan Daerah tentang Susunan Organisa-
8l dan Tata Eerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai lagi.

Sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas perlu
membentuk, mengatur Organisasi Tata Kerja Sekretariat DPRD
dengan Perturan Daerah tersendiri.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 S5/d 12 : Cukup jelas

A>SEKWAN/GOO-AND



HYTIVAd LYAXVE
KYTITYSAMId  NvYRid IvImvinExay
YT YI¥L NYQ I8Y Y OED
WIS NYNALINTEMNEd SONYINIL
MW MNHEYL EOMON YOOI TYEAND

NILVJLHYX

ISYINIRONOT _ KNMAH XNAodd ﬁ
Nya sV _t_ Wioveans
i £
7 m
AYVONVITH : i
b [ 1vavy __
rdwam.w.uwumm.mﬁ h_|m | NVIOVE A0S l
L | e
H WINIH 30aoy,s |
WNKNQO | ! :
: _ i NVA LYVdVH M
szl m ! NVIOYE m
| |
|
__ qidda m
| SIHviawiias |
MIdd N¥VNIdAWId
MIdd LVIIVLIIDIAS
ISVSINVOHO HAIMNYIS NVOVE



